Menimbang

Mengingat

BUPAT! BULELENG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPAT! BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Dl LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

bahwa dalam rangka pelaksanaan ststem pengendalian mtem

vang efekiil dan efisien di lingkungan Pemeriniahan Daerah
perly menerapkan manajemen risiko;

hahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1} Peraturan
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem [—‘{:ngcndnh.lr'!n
intern  Pemerintah, Pimpinan [nstansi  Pemerintah  wajib

melnkukan penilaian risiko:

hahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, dan hurufl b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng;

Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah  Tingkat 11 Dalam Wilayah Daerah-Daerah
Tinghkat | Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur |
Lembaran Negara Republk Indonesia Tahun 1958 Nomor 122,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Namor 1655 |,

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 fentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 MNomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah divhah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 200] tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi [Lembaran Negara Republik Indonesis
Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indenesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Hedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistemn
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 23 Tahun 2007 tentang
Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah sehagnimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penvelenpggaraan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 65 Tehun 2016 tentang
Penvelenggaran Sistem  Penpendalian  Intern Pemerintah  di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN MANAJEMEN

RESIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  KABUPATEN
BULELENG,

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan:

1

2.

Bupati adalah Bupati Buleleng,

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai unsur

penyvelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan vang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Inspektur adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Buleleng.
4. Inspektorat Daerah adalah unsur pengawasan intern Pemerintah Daerah vang

bertanggung jawab langsung kepada Bupad.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan vang menjadi
kewenangan Daerah,

Sistem Pengendalian Intern selanjutnya disingkat 3Pl adalah proses yang
integral pada tindakan dan kegiatan vang dilakukan secara terus menerus oleh
pimpinan dan seluruh pegawal untuk memberikan keyakinan memadai atas
tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan vang efisien dan efektif,
keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset daerah dan ketaatan
terhadap peraturan perundang-undangan.
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l ! CATA MEenye
Sistern Pengendalian Intern yang diselenggarakan se

/

1

singkat SFIP adalah
luruh terhadap

pengawasan  sampai  dengan

Sistern Pengendalian  Intern Pemerintah selanjutnya di

Proses  PETencanaan, pelaksanaat, o P i
pertanppungiawaban penyelengiaraan pemerinta tah
Daerah,

i iai dokumen yang
Rencana Tindak Pengendalian selanjutnya disingkat EEEL:T;LT el dus
sl selah, thbkp peailen vAIS qllakuk?'n- kungan pengendalian dan
renenna tindak yaitu rencana tindak perbaikan di hnghkung

i i jatian.
rencana tindak perbaikan pengent - I
Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang dapa

' i lian intern
membangun kesadaran semua personil akan pentingnya pengenda
dalam menjalankan aktifitas yang menjadi tanggungjawabnya.,

10, Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, riviu, evaluasi,

1

12

1.3

14

15.

18

19,

{1]

- Proses manajemen risiko adalah suatu

- Retensi adalah keputysan untuk menerima dan m
17.

pemantavan dan kegiatan pengawasan lm‘r:’ tg}:;hadipyﬁﬁﬂen?gﬁaﬁ m;ﬁﬁ
lan fungsi organisasi dalam rangka mem erikan ke !
L:Ewnunkgcgim;gn telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ui::ur_yangdtelah
ditetapkan secara efekiif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam
mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

-Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan

sasaran instansi pemerintah.

- Manajemen risiko adalah proses yang proaktif dan kontinyu meliputi penetapan

tujuan, identifikasi, analisis, evaluasi, penanganan, monitoring dan reviu vang
dijalankan untuk mengelola risike dan potensinya.

Profil risiko adalah penjelasan tentang total paparan risiko yang dinyatakan
dengan tingkat risiko dan trennya,

_ . proses yang bersifat berkesinambungan,
sistematis, logis dan terukur yang digunakan untuk mengelola risiko di instansi.
Selera risike frisk a

ppetite) adalah tingkat risiko vang bersedia diambil instansi
dalam upayanya mewujudkan tujuan dan sasaran yang dikehendali,
Enyerap suatu risiko.
glatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang
tah Klegiatﬂn penilaian risiko

Penilaian Risilko adalah ke
mMENgancam tujuan dap
dilaksanakan melalyj

output yang bermanfa

BAB |
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasgal 2
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b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau
aktivitas pengendalian nsiko.

BAB I
PRINSIP PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Paszal 3

Penerapan manajemen risiko dilakukan dengan memperhatikan pnnsip:
a. ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. berorientasi jangka panjang, dan

c. mempertimbangkan aspek manfaat dan biava.

BAB IV
PENYELENGGARA MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

{1} Setiap Perangkat Daerah wajib menyvelenggarakan manajemen risiko.

{2} Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada avat (]| meliputt tingkat
Perangkat Daerah dan tingkat kegiatan.

{3} Penvelenggara manajemen  risiko  pada  tingkat F'fraﬂglr:at Daerah
dikoordinasikan oleh Ketua Satuan Tugas Sistem Pengendalian [nstans:
Pemernntah Perangkat Daerah,

(4} Penvelenggara manajemen risiko pada tingkat kegiatan adalah PPTR

BAB V
STRATEGI PENERAPAN MANAJEMEN RISIRO

Pasal 5

Berdasarkan karakteristik, tugas, fungsi setiap Perangkat Daerah dan risiko vang

dihadapi serta kendisi lingkungan pengendalian, strategi penemmpan manajemen

ristko meliputi

A, melakukan penilaian nisiko dan pengendalian risiko vang mempunyai dampak
negatil vang signifikan terhadap pencapaisn tujuan dan sasaran vang telah

ditetapkan;

b. menviapkan sarana dan prasarana vang meliputt sumber dayva manusia,
infrakstruktur, dan standar opernsional prosedur;

v, menpgintegrasikan manajemen  risiko  dalam perencanaan, pelaksanaan

pertanggungiawaban  program dan kepatan untuk mencapai [Ujusn  Seris
sasaran vang telab ditetapkan; dan

. melakukan pemantauan Secara ErUs mensrus uniuk perbaikan pada saar
pelaksanaan, pertanggungjawaban, atau untuk bahan perencanaan berikutnya

Pasal &

(1} Pemilaian nisiko dan pengendalian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

huruf a, mehputy

A. upaAva penilaian dan pengendalian risiko vang membawa konsskuensi
negatif terhadap pencapaian tujuan Peranghkat Daerah dan sasaran kegatan;
dan

b. kepastian bahwa seluruh risiko telah teridentifikasi dan terdapat program
perigendalian vang terencana dan terukur untk menjaga agar nsiko
tersebut berada pada tingkat tolerans: risiko vang telah ditetapkan.

wi
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 Berdnsnrkan hnsil penilninn rinlloo sebagnimona  dimaksid  padn ayar (1),
dilukukin  pesnnganon ristlo, balk  risilen yong  diretensi maupun yang
elitrnmsler

Povsn] 7

(1] hesterin visiko vang diretenst sebapaimann dimalesnd dalnm Pasal 6 ayar (2

pailing mecdiledt melipatd hinl:

o memiliki fingkat konseluensi paling tnggi pada level vang telnh diternphkan
untuk diretens sesunl denpan tolemnst dan selern risiko Perangkat Daerah
vang telah ditetnphknn; .

b terdapal perdindunpgan hukum yang memadni meneakup regulasi dan atau
konteak, dan

¢, Pemnghkat Daerah dapat memastikan dengan tnglkat kevakinan tingg hahwa
tidak nkan terjadi kegagalnn pada pegawai, proses dan sistem yang ada.

(2] Kriterin risiko vang ditransfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2]

paling sedikit meliputi hal: : ) .
a. risiko vang tidok dapat diterima sesuai dengan toleransi dan resiko

Pernngkatl Daerah; dan :
b, Perangkat Dacrah  tidak memiliki sumber daya yang memadal untuk

membinyval konsckuensi risiko yang diperkirakan,
Pasal &

(1) Dalam rangka strategi penerapan manajemen risiko sebagaimana _dlmﬂ.l-:nud
dalam Pasal 5 Huruf b, sctiap Kepala Perangkat Daerah i lingkungan
Pemerintah Daerah harus menviapkan kompetensi instansi.

(2} Penviapan kompetensi instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
mendasarkan pada 3 (tiga) elemen, meliputi :

a, sumber daya manusia;
Ir, infrukstrukoar; dan
o, standar operasional prosedur.
Pasal 9

Strategi  pengintegrasian  proses  manajemen  risiko ke dalam  proses klt.-ljn
scbapaimana dimaksud dalam Pasal 5 hurul'_ ¢ menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari operasional dan proses pengambilan keputusan,

BAB VI
PROSES MANAJEMEN RISIKC

Pasal 10

{1} Dalam rangka penerapan manajemen risiko yang ll:*fek:il' d.an fﬁ:‘!iﬂﬂ, dilakulkan
proses manajemen risiko secara terus menerus, sislemans, logis, dan terukur

terutama pada program dan kegiatan,
{2] Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) adalah program dan
kegiatan vang mendukung pecapaian indikator kinera utama.

Pasal 11

Dalam penerapan manajemen risiko dilakukan dengan proses yang meliputi :
. penetapan tujuan;

identifikasi risiko,

analisia nsiko,

evaluns: risiko;

penanganan nsiko; dan

pemantauan dan reviu.
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Pasal 12

(1) Penetapan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, diperlukan
unituk menjabarkan tujuan Peranghkat Daerah dan sasaran kegiatan.

(2) Tahap pelaksanaan penetapan tujuan sebagaimana dimaksuad pada ayat (1)
harus mepertimbangkan:
a. lingkungan internal dan eksternal;
b. tugas dan fungsi Peranglat Daerah; dan
c. pihak yang berkepentingan.

Pasal 13

Identifikasi risiko sebagalamana dimaksud dalam Pasal 11 hurufl b, dilakukan
dengan mengidentifikasi risiko Perangkat Daerah dan risiko kegiatan dengan
tahapan meliputi: :

a. mengidentifikasi kegiatan, penyebab, dan proses terjadinya peristiwa risiko yang
dapat menghalangi, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan Perangkat
Daerah dan sasaran kegiatan; dan

b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam sebuah daftar risiko

Pasal 14

Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf ¢ dilakukan dengan
menilai risiko dar sisi tingkat rizsileo.
Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada avat (1) ditentukan berdasarkan
kemungkinan terjadinya risiko dan tingkat dampak risika.
{3) Tahap pelaksanasn analisis risiko sebagimana dimaksud pada ayat [1} meliputi
kegiatan:
a. menetapkan jenis analisis risiko sesual tujuan, ketersediaan data, dan
tingkat kedalaman analisis risike yang dilakukan;
b. melakukan analisis risiko terhadap sumber risiko;
c. mengkaji kekuatan dan kelemahan dari sistern dan mekanisme pengendalian
baik proses, peralatan, dan praktik vang ada;
d. melakukan analisis terthadap besarnya kemunglinan terjadinva [likelihood)
suatu risiko dan dampaknys;
c. melakukan analisis terhadap tingkat suatu risiko;
f. melakukan analisis terhadap profil risiko atau peta nsiko; dan
g melakukan analisis terhadap tingkat risiko gabungan (kempesit] untuk
setiap kategori risiko,
{4] Jenis analisis nsiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat berupa
analisis kualitatif, semi kuantitatiif atau analisis kuantitatif§ kemungkinan
terjadinva dan dampak.

(5) Analisis terhadap kemunglinan tegadinya risike dan dampak risiko
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan menggunakan
metode skala vang telah tetapkan untuk setiap kategori dengan parameter yang
telah ditetapkan.

{6) Analisis terhadap tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g,
divkur dengan menggunakan 2 (dua) dimensi, meliput:
a. kemungkinan terjadinya risiko yang dinvatakan dalam frekuensi; dan
b. tingkat dampalk,

(7) Tingkat risiko sebagaimana dimaksud pada ayat [6) dirumuskan dengan hasil
perkalian antara nilai kemungkinan terjadinva risike dengan nilal dampak
risiko.

(1
(2
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Pasal 15

(11 Hasil penilaian risiko dari sisi tingknt risike sebagaimana dimalsaed dabnm Pasal
13 avat (2} tercantum «dalam Lampican | vang merupakon  baginn tedalk
terpisahkan dar Peraturan Bupati ind.

(2] Analisis terhadap tingkat risike sebagaimana dimaksud dolom Pasal 145 nyal (6]
dan ayat (7] tercantum dalam Lampiran 1| yang merupnkan bogian tidak
terpizsahkan dari Peraturan Bupati ini,

Pasnl 16

(1] Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1] menghasilkan
keluaran fout pat) dalam bentuk hasil annlisis risiko.

Hasil analisis risiko sebagaimana dimaksud padn avat (1) berisi:

a. wlentifikasi akar permasalahan;

b. penentuan tingkat, profil risiko, atau peta dsiko; dan _

r. masukan bagi pejabat pengambil keputusan untuk memilih berbagai pilihan
penanganan risiko vang ada sesuai bobot biaya dan manfanat, peluang dan
ANCAMAN.

|2

Pasal 17

(1) Evaluasi risiko scbagaimana dimaksud dalam Pasal 11 hurel d, dilakukan
untuk pengambalian  keputusan  mengenai  perlu  tidaknya  dilakukan
penanganan risika lebih lanjut seria prioritas penanganannysa.

{2} Tahap pelaksanaan evaluasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1]

meliputi kegiatan;
a. menetapkan hal vang menjadi pertimbangan dalam melakukan evaluasi

risiko; dan
b. melakukan evaluasi risiko secara berkala.
Pasal 18

{1) Evaluasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat {1) menghasilkan
keluaran fout put) dalam bentuk hasil evaluasi risiko.

{2} Hasil evaluasi dsike sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi urutan prioritas
risiko dan daftar risiko yang akan ditangani.

Pasal 19

(1) Penanganan risiko sebapaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, dilakukan
dengan mengidentifikasi berbagai pilihan penanganan risiko yang tersedia dan
memutuskan pillihan penanganan risiko.

(2] Tahap pelaksanaan penanganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan menentukan jenis pilihan penanganan risiko berdasarkan
hasil penilaian risike.

(3) Penanpganan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) fokus pada
penanganan akar permasalahan dan bukan hanya gejala permasalahan.
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Pasal 20

(1} Pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f
dimaksudkan untuk memastikan bahwa manajemen risiko telah dilaksanakan
sE8UAl TENCana.

),f (2| Tahap pelaksanaan pemantauan dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. pengendalian  rutin  pelaksanaan penanganan risiko dengan
membandingkan antara kinerja aktual dengan kinerja vang diharapkan;

b, pemantausn efektifitas semusa langkah dalam proses penanganan risiko
herdpsarkan laporan pelaksansan terhadap sebelumnya guna memastikan
hahwa prioritas penanganan risiko masih selaras dengan perubahan di
dalam lingkungan kerja, dan

¢. pemantauan dan reviu dilakukan secara berkala.

Cara

Pasal 21

Pemnantauan dan  revin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 avat (1]

menghasilkan keluaran jout putf dalam bentuk laporan hasil monitoring dan reviu,

BAB VII
EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

{1} Dalam upava mengukur kinerja penerapan manajemen risiko di Lingkungan
Pemerintah Daerah dilakukan evaluasi oleh Inspektorat secara berkala atau
apahila diperlukan.

(2] Evaluasi sebagaimana dimaksud pada avat (I} mencakup evaluasi atas
implementasi manajemen risiko untuk menjamin evektifitasnya.

Pasal 23

(1) Setiap Perangkat Daerah wajib membuat laporan penerapan manajemen risiko.

{2) Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. laporan identifikasi risiko dan analisis risiko; dan
b. laporan rencana penanganan dan rencana pemantauan penangnan risika,

Pasal 24

Laporan penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
i2] disampaikan kepada Ketua Satgas SPIP paling lambat akhir bulan Februari.

Pasal 25

Jenis dan format laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Romawi [II dan merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
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BAB VI
KETENTUAN PENUTUF

Pasal 26
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. .
memerintahkan pengundangad Peraturan Bupatl

Agar setiap orang mengetahuinya,
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraji
__pada tangeal 2 Jpnuari 2020

El

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 2 Januari 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

= -

. DEWA KETUT PUSPAKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020 NOMOR 1

ngan AslNYS

gpsusi DT
il 4]

|imean
el ix Bapian H

fhapd

“ERaTA SHEE

— prous GEDE 3
WP 1=.IhJ-EE'IB ':Hi:.!-lﬂ LR R
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Il

FENILAIAN RISIKO DARI SISI T
TERJADINYA RISIKO

LAMPIRAN 1

PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

HASIL PENILAIAN RISIKO DARI 181 TINGKAT RISIKO

DAN TINGKAT DAMPAK RISIKQ

INGKAT RISIKO BERDASARKAN KEMUNGKINAN

REMUNGKINAN/
PROBABILITAS KETERANCAN NILAI

1 e i

SANEAL jarang Feristiwa terjadi minimal sekall setiap & tahun atau

terjadi lebih ]

Jarang terjadi Peristiwa terjadi minimal sekall setiap 4 tahun P

“Fampir/past e

terjadi Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 3 tahun 3

Senng terjads Peristiwa t.:glaai minimal sekall setiap 2 tahun 4

Sangat sering !

terjadi Peristiwa terjadi minimal sekali setiap 1 tahun 5

FENILAIAN RISIKO DARI SISI TINGKAT RISIKO BERDASARKAN KEMUNGKINAN

TERJADINYA RISIHO

TINGEKAT
DAMPAK

KETERANGAN

NILAI

2

Sangat
rendah

Tidak _ berdampak pada pencapaian tujuan|
a. mstangi,/kegiatan secara

signifikan
b. tidak mengganggu pelayanan
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh|
. pelaksana
d. Tidak ade kerugian material

Rendah

d. Kerugian kurang material
Sedang |a. Mengganggn PENCADAIAN TUjUan Kegiatan SECAra Signilikan

Twiak berdampak langsun ada ncapaian  tujuan
A, j.nnl.a.na-:i.-fkegia.tfn g = i J

secara signifikan
b. Agak mengganggu pelayanan
Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin n!|:h1
¢. pejabat
Eselon [V

b. Mengganggu kegiatan pelayanan secara signifikan

Dampaknya dapat ditangani taha i
. p-e}nhit ¥ pa gani pada p kegiatan rutin aleh

Eslon I

d. Mengganggu administrasi program

Keruglan material cukup besar bag organisasi maupun|
&, keuan

Tinggi

A, Se [ pencapalan tujuan kegmatan
dRaRir s P peen oA Vegatn g

b. Terganggunya pelayanan lebih dari 3 hari
€. Mengancam terhambatnya program

| 4. Dampaknya dapat ditangani pada tahap kegiatan rutin oleh
Pimpinan Unit Kerja

e. Kerugian cukup besar bagi organisasi dari segi keuangan
maupun non keuangan :

A
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Sangat

- SemMmua pencapaian

Tinggi

tujuan kegiatan

- Terhentinya pelayanan gagal dilaksanakan

Mengancam terhambatq

Dampakn Jatnya program atau kegiatan Jai
. Pimpinan’ " apat ditangani ain

Pada tahap kegiatan ry n oleh
Unit Kerja
Kerugian sanpgat besar

« MaAUpUN non bagi organisasi dari segi kéuangan

L':E:ua_tzgm

Zaltnan Sesuai Dengan Astinyd

LI BULELENG

i AGUS SURADNYANA &

e T s

Hepala Bagian Hukum

_BAGUS GEDE BERATA EH.MH

P 15630718 198803 1 014
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPAT! BULELENG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BULELENG

ANALISIS TERHADAP TINGKAT RISIKO

Salinan Sesuai Dangan Aslinya

Kepala Bagian Hy

kum

BAGLS GEOE BERATA. su.,mrﬁ

rP 13630216 198503

1011

TINGKAT RISIKO NILAI RISIKO
Sangat Rendah 1=-3
Rendah 6-10
Sedang 11-15
Tinggi 16-20
Sangat Tinggl 21-25

'I‘_,.--—"'"‘—l-.‘-?‘"

il BULELENG

fAGUS SURADNYANA
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NAMA SKPD/OPD
Tujunm

Sasarmn Strotegis i
Indikator Kinergns Utama

LAMPIRAN 1l

PERATURAN BUPATI BULELENC

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTARG

PENERAPAN MANAJEMEN RISIRO

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH RABUFATEN BULELENG

LAPORAN PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

B ik s
LTET
e mlegum

T pavmn o ey ad el e Tesfaliss i mgralae o merg Fela il Be @1 e ML TS kel
e Lan seborn b peR e g uiful oy ks Rt ol =8 T g i D
I e laliin g sarg Hiekval dmn el beenodatar ey - 5 LT R

L eS| St Ly ] s ey b Ty p e aLu FL AT PN P Y

PERNYAT AN
il TEEE Fiidiam EERITT1] Wi ALRY " ITATH R Sdmn HENT A
S | i e (R E TR T CANA FREMELIA
i s MESIK D IR YRNG ALA | ST LA TOL B PR E AT TEREMA K R PERA R GG sy | TARCET
i T ¥ Y Brayan FENGERLIALLAN F AR wAKTY
[] 1 [] " (] [ F] (K] T A
: I
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